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BAB V 

P E N U T U P 

5.1 KESIMPULAN  

1. Dari penjelasan di atas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 

pencegahan Maksiat dan Peraturan Daerah tersebut sebelumnya pernah 

disosialisasikan di masyarakat pada Tahun 2008, Peraturan Daerah tersebut 

wajib dijalankan oleh semua Wilayah yang ada dalam tataran Provinsi 

Gorontalo khususnya Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian yang di ambil 

oleh peneliti, tetapi melihat kenyataan yang ada dilapangan masih adanya 

maksiat di Kota Gorontalo. Dengan melihat kenyataan yang ada maka 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pencegahan maksiat di Kota 

Gorontalo belum terimplementasi dengan baik. 

2. Dalam mencegah maksiat Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan berbagai 

macam kendala antara lain : 

a.  Satpol PP Provinsi Gorontalo tidak berkonsultasi atau mengajak   bekerja  

sama dengan Satpol PP Kota Gorontalo untuk melakukan razia atau 

operasi bersama agar Satpol PP Kota Gorontalo mempunyai dasar  

b. dalam hal mengani kasus maksiat khususnya zina, mengingat Peraturan 

Daerah maksiat ini yakni Peraturan Daerah Provinsi bukan Perwako. 

c. Kesadaran masyarakat khususnya pelaku zina dalam melakukan 

perbuatannya kembali. 
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      d.   Patroli sehari-hari tidak bisa lewat dari jam 24.00. 

e.   Menunggu laporan masyarakat. 

5.2 SARAN 

1.  Kalau melihat kenyataan yang ada dimana masih adanya maksiat di Kota 

Gorontalo harusnya Pemerintah Kota gorontalo lebih tegas dalam hal 

menangani kasus maksiat khususnya zina di Kota Gorontalo agar para pelaku 

zina tidak akan berbuat hal itu lagi. Oleh karenanya satpol PP sebagai 

pelaksana dari Peraturan Daerah harus membuat unit kerja khusus yang dapat 

bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas maksiat khususnya zina. 

2. Satpol PP kota gorontalo harus lebih bersinergi dengan berbagai elemen dalam 

masyarakat khususnya satpol PP Provinsi Gorontalo agar Peraturan Daerah 

maksiat dapat terimplementasi dengan baik sehingga akan terciptanya Kota 

Gorontalo yang bersih dari maksiat. 
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